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RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rencana 
untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta, di pulau Jawa, ke Provinsi 
Kalimantan Timur, di pulau Kalimantan. Rencana tersebut adalah proyek yang sangat 
ambisius, yang dalam pandangan kami akan menimbulkan lebih banyak ancaman dan 
tantangan daripada memberikan peluang terhadap negara.

Dalam makalah ini, kami berpendapat bahwa kesulitan yang tersirat dalam 
memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke kota yang perlu dibangun dari awal 
bukan hanya bersifat teknis; namun ontologis. Di sisi lain, banyak perencana kota ingin 

merancang kota seolah-olah kota-kota tersebut bisa menjadi karya 
seni, dengan proses top-down, tanpa 

sebuah market research dan 
analisa dari 

jaringan 
k o m p l e k s 
a n t a r a 
h u b u n g a n 
e v o l u s i 
manusia yang 
membentuk sebuah 
kota. Disinilah muncul 
utopia yang mahal 
dibandingan dengan 
munculnya mimpi-mimpi 
indah tentang kota baru.

Dua bagian pertama dalam 
makalah ini menjelaskan mengapa sebuah 
kota tidak dapat dilihat sebagai masalah 
arsitektural semata, karena kota dan wilayah adalah 
jaringan hubungan yang kompleks, di mana faktor manusia memainkan 
peran yang sangat menentukan. Kami berpendapat bahwa sebuah kota bukan 
hanya tentang tatanan spontan, akan tetapi merupakan sistem adaptif yang muncul, 
serta peran yang menentukan yang diperankan oleh jaringan interaksi manusia.

Bagian ke-3 menjelaskan tentang bagaimana pentingnya jenis informasi 
agar pemerintah berhasil merancang ibu kota baru dengan hasil-hasil yang positif. 
Keindahan sebuah kota terbentuk dari tatanan spontan dan organik dan bukan dari 
produk mesin-mesin yang efisien. 

Yogyakarta
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Bagian ke-4 mengilustrasikan argumen-argumen yang paling umum digunakan 
untuk mendukung relokasi, pengurangan polusi, kemacetan lalu lintas dan pembangunan 
ruang atau spasial yang tidak seimbang. Namun, kami berpendapat bahwa jika ada solusi 
yang lebih murah untuk menyelesaikan dua masalah pertama (dijelaskan di bagian 7), 
sedangkan masalah ketiga tidak dapat diselesaikan dengan masuknya pegawai negeri 
sipil ke dalam realitas urban baru, melainkan membutuhkan penciptaan mekanisme 
insentif yang dapat memberi kebebasan pada kekuatan usaha. Selain itu, adanya ibu kota 
baru dan kota-kota besar juga disajikan, dan menjelaskan bagaimana ukuran berperan 
penting dalam mempertahankan dua element kunci untuk kehidupan kota: maraknya 
pasar tenaga kerja dan pengurangan biaya transaksi. Relokasi Ibu kota yang memisahkan 

dimensi politik Jakarta sebagai pusat ekonomi dan budaya, 
akan meningkatkan biaya transaksi dan berdampak 

negatif pada produktifitas. 

	Bagian ke-5 menyajikan beberapa contoh 
negara lain yang merelokasi ibu kotanya, 

menunjukkan bagaimana, dalam 
kebanyakan kasus, hasil akhirnya 

adalah pemborosan 
sumber daya dan 

menjadi kota-
kota hantu. Pada 

bagian ke-6, sebaliknya, kami menggambarkan konsekuensi 
potensial dari relokasi seperti itu di pasar properti: sementara 

diharapkan bahwa pasar di Jakarta tidak akan terlalu terpengaruh, 
gelembung spekulatif mungkin terjadi di Kalimantan, di mana periode kenaikan 

harga dan kemudian depresi yang akan meninggalkan aset dan kota hantu politik lainnya. 

Bagian 8 Kesimpulan.

.

Yogyakarta
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1.	 PENDAHULUAN

Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rencana pemindahan 
Ibukota Negara (IKN) dari Jakarta ke Pulau Kalimantan tepatnya Provinsi Kalimantan 
Timur. Seperti disampaikan Presiden Jokowi bahwa setelah kajian selama 3 tahun, 
lokasi IKN diputuskan akan dibangun disebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser 
Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. 
Luas wilayah yang akan dibangun kurang lebih sekitar 180,000 hektar dan berhimpitan 
dengan letak Kota Balikpapan dan Ibukota Kalimantan Timur Samarinda (Taylor, 2019, 
hlm  3).. 

GAMBAR 1: LOKASI BARU IBUKOTA INDONESIA.

Rencana ini pernah dikaji oleh beberapa 
Presiden Indonesia sebelumnya dan Presiden Jokowi 
bermaksud menyelesaikannya. Rencana ambisus 
tersebut diharapkan akan mulai pelaksanaan 
konstruksinya pada tahun 2020. Akan tetapi, 
menurut beberapa pengamat bahkan yang memiliki 

pemikiran positif sekalipun, rencana tersebut 
terlihat terlalu optimistis. Hal ini disebabkan 

rencana pemindahan fungsi administrasi 
dari Jakarta ke wilayah rencana dimana 
Ibukota Negara (IKN) baru berjarak lebih 

dari 1000 km dari Jakarta.

Total Investasi pengembangan 
IKN diperkirakan akan 

mencapai Rp 466 Triliyun 
(atau sekitar 32,7 Milyar 
USD) dimana pemerintah 

akan membiayai sekitar 
19% dari investasi tersebut, 
sementara sisanya berasal dari 

skema public-private 
partnership dan investasi 
swasta1  dengan berbagai 
skema pembiayaan 

atau kerjasama. Investasi 
tersebut dimaksudkanuntuk 

pembangunan kantor-kantor pemerintah 
yang baru beserta tempat tinggal untuk 

sekitar 1.5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN). 
Sekalipun Kementerian PUPR memberikan perkiraan 
estimasi investasi berkisar Rp 200 – Rp300 trilliun pada 

dasarnya angka tersebut masih cukup tinggi atau berada pada kisaran 13%-14% 
pengeluaran belanja Negara dari APBN 2018. (Mobaroq dan Solikin 2019, hlm 2)
1	 Seperti yang akan ditunjukkan di bab selanjutnya, pengalaman Myanmar menunjukkan bahwa 

keterlibatan dana swasta tidaklah semudah yang diharapkan

KALIMANTAN TIMUR

Kota Kutai 
Kartanegara 

Samarinda

Balikpapan

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN
TENGAH

KALIMANTAN UTARA

Sumber: Wikipedia, 2020
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Jokowi berharap bahwa pemindahan ASN ke Ibukota Negara baru dapat dimulai 
dari tahun 2020,  di atas  40,000 hektar lahan yang sudah di alokasikan. Presiden berharap 
bawa pemindahan ibukota tersebut dapat mengurangi beban masalah di Pulau Jawa 
dan mendorong Kalimantan menuju arah pembangunan yang baru (Lyons,2019). 

Namun sejauh ini, proyek IKN menghadapi banyak dukungan maupun kritik atau 
pro dan kontra. Dalam tulisan ini kami ingin mengajak pembaca untuk memahami aspek 
kritis penting yang membuat kami skeptis terhadap pemindahan ibukota, khususnya 
konsekuensinya atau pengaruhnya terhadap potensial pasar properti di Jakarta atau 
Jabodetabek secara umum.

Akan tetapi, akar masalah yang timbul dari pemindahan ibukota jauh lebih 
kompleks. Hambatan yang akan terjadi tidak hanya masalah teknis, namun masalah 
ontologis yang timbul dari pemindahan ibukota. Seperti yang pernah dibahas oleh 
Bertaud (2018, hlm 4), banyak Perencana Kota mendesain kota-nya menjadi sebagai 
sebuah karya seni dengan proses yang lebih top-down2 . Akan tetapi, tanpa adanya 
panduan dari proses mekanisme pasar dan adanya pengakuan bahwa relasi yang 
kompleks antara manusia yang tinggal didalam sebuah kota hanya menimbulkan 
utopia belaka, karena pada dasarnya “Sebuah Kota yang hidup bukanlah Karya 
Seni”3.

.

2	  Ingatlah bahwa bahkan definisi desain perkotaan masih kontroversial (Cozzolino et al., 2020).
3	  Istilah ini diambil dari  tulisan Jacobs (1961) dan Ikeda (2017).

Total Investasi pengembangan Ibukota 
Baru diperkirakan akan mencapai Rp 

466 Triliyun (atau sekitar 32,7 Milyar USD) 
dimana pemerintah akan membiayai 
sekitar 19% dari investasi tersebut
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2.	 SEBUAH KOTA YANG HIDUP BUKANLAH 
KARYA SENI

Berdasarkan  kajian yang dilakukan oleh Ahli Perencana Kota Jane Jacobs (1961), 
dan Ikeda (2017 dijelaskan alasan mengapa “Sebuah Kota yang hidup bukanlah Karya 
Seni”,, hlm  79), sementara para arsitek memproyeksi visi mereka untuk menciptakan 
karya seni berdasarkan sumberdaya yang dimiliki melalui pendekatan yang Top-
Down, Jacobs (1961,hlm372) berpendapat bahwa perkembangan sebuah komunitas 
perkotaan tidak bisa didekati melalui perspektif arsitektur semata, karena apabila 
mengikuti pendekatan tersebut maka hanya akan menimbulkan masalah dimana para 
perencana kota mencoba mengganti “kehidupan” menjadi karya seni belaka.

Sebagaimana yang didiskusikan oleh Ferlito (2020, hlm 15) sebuah kota-atau 
wilayah secara umum-tidak bisa dipandang hanya sebagai sekumpulan sumberdaya fisik 
yang hanya bisa dianggap sebagai “karya seni”, melainkan kota dan wilayah merupakan 
sebuah relasi yang kompleks dimana manusia merupakan faktor yang paling berperan 
dalam mendorong pembangunannya (lihat Moroni dan Cozzolino, 2019). Pendekatan 
hanya pada masalah atau  sisi “phisic” atau infrastruktur semata pembangunan sebuah 
kota akan berpotensi  gagal karena tidak mampu mengapresiasi proses perubahan 
dinamis yang akan terjadi, oleh karena itu presepektifnya perlu digeser dengan melihat 

proses pembentukan kota dari interaksi antara manusia dengan lingkungan sehingga 
dapat dilihat peran hubungan interpersonal tersebut dalam membentuk suatu 
masyarakat perkotaan yang hidup dan berkembang.	

Kajian yang berfokus terhadap jaringan relasi yang kompleks antar masyarakat 
yang tinggal di perkotaan mampu membantu kita melihat bagaimana wilayah 
perkotaan kebanyakan timbul akibat proses evolusi dari bawah ke atas dan berubah 
dalam jangka waktu lama. Melalui perspektif ini, faktor budaya memiliki peran yang 
jauh lebih penting dibandingkan pembangunan infrastruktur semata. Mengakui 
bahwa adanya realasi atau hubungan kompleks tersebut, menjadi prasyarat untuk 

Sebuah kota atau wilayah secara 
umum-tidak bisa dipandang hanya 

sebagai sekumpulan sumberdaya fisik 
yang hanya bisa dianggap sebagai 

“karya seni”, melainkan kota dan wilayah 
merupakan sebuah relasi yang kompleks 

dimana manusia merupakan faktor 
yang paling berperan dalam mendorong 

pembangunannya
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menyadari bahwa sebuah kebijakan yang terlalu sentralistik cenderung tidak mampu 
mengakomodiasi hubungan yang kompleks tersebut. Kajian Hayek (1967, hlm96-105) 
dan Ikeda (2018b) menjelaskan bahwa sebuah kota cenderung berkembang secara 
teratur tanpa penataan berlebihan. Dimana penataan berlebihan dapat didefinisikan 
sebagai : “Sebuah hubungan antar individu yang koheren dan kompleks dimana 
mereka mampu melakukan pekerjaan dengan ekspetasi yang terukur dan muncul 
secara spontan” atau muncul akibat hasil interaksi alamiah bukan dari perencanaan 
baku  sebagai seperangkat yang stabil atau hubungan antar individu yang cukup 
jelas untuk memungkinkan mereka membentuk dan melaksanakan rencana dengan 
harapan keberhasilan yang wajar dan yang muncul secara tidak sengaja dari rencana 
individu tersebut, (Ikeda, 2017, hlm  83). 

Dengan menggeser perspektif tersebut, maka kita dapat melihat bahwa aspek 
spontan dan evolusioner dalam perkembangan kota menjadi dasar tumbuhnya 
komunitas masyarakat yang ada didalamnya dan tumbuhnya sebuah kota tidak didasari 
bagusnya kumpulan bangunan yang ada didalamnya. Oleh karena itu,Ikeda (2017, hlm 
79) memperingatkan bahwa pendekatan yang terlalu bertumpu pada aspek artistik 
dan rekayasa teknis belaka bakal dapat menimbulkan kematian dari kota itu sendiri. 
Sebuah kota dapat dikatakan sukses, apabila kota tersebut dapat merespon kebutuhan 
masyarakat yang tinggal disana, bukan melalui proses dari atas ke bawah melalui visi 
para perencana kota tersebut (Gordon and Cox, 2014, hlm 159).

Bahwa memang ada pilihan diantara besarnya perencanaan dan tingkat 
spontanitas, kompleksitas, dan kerumitan dalam tatanan sosial yang dihasilkan yang 
memungkinkan desain (Ikeda 2017, hlm 79). 

Ini tidak berarti bahwa kota bukanlah keindahan atau ketertiban; justru sebaliknya. 
Keindahan sebuah kota akan didasarkan pada koordinasi yang muncul secara spontan 
dari kerumitan relasi yang timbul akibat perilaku penghuninya yaitu tindakan manusia 
yang muncul menjadi satu kesatuan yang organic. 

Oleh karenanya kota yang baik bukan merupakan kota yang “indah”, melainkan 
keindahan sebuah kota timbul akibat adanya koordinasi yang spontan antara 
perencanaan serta kebutuhan masyarakat yang timbul didalamya sehingga kota 
tersebut dapat tumbuh secara organik (Jacobs, 1961, hlm  432; Ikeda, 2018, hlm  80). 

Jika sebuah kota bukan merupakan “Karya Seni” dan bahwa tingkat penataan 
yang ada tidak sentralistik seperti yang kita pikirkan, maka apa definisikan “Kota” itu?
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3.	 PERENCANAAN, HAKIKAT SEBUAH KOTA 
DAN KETERATURAN

Sebuah kota muncul bukan hanya sebagai sebuah keteraturan spontan, akan 
tetapi merupakan sebuah Sistem Adaptif yang Terlihat (Ikeda, 2017, hlm 83), dimana 
peran jaringan interaksi antar manusia sangatlah penting di dalamnya. Dalam skenario 
tersebut, peran interaksi antar manusia mampu mengganti kompleksitas kepintaran 
para perencana tata kota, keteraturan tatanan sosial dan mengurangi dampak negatif 
yang tidak diinginkan.

Sebuah kota merupakan hasil dari adaptasi antara wilayah dengan perilaku dari 
manusia yang tinggal didalamnya, bukan sebaliknya seperti yang diharapkan oleh para 
perencana tata kota (Ikeda, 2018). Sebuah kota, tidak bisa hanya dideskripsikan sebagai 
sebuah obyek rancangan, melainkan sebagai suatu sistem yang mampu melakukan tata 
kelola mandiri dimana aksi spontan dan interaksi sosial individu-individu didalamnya 
berperan penting di dalam perkembangan kota tersebut (Cozzolino, 2018, hlm 14). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan sebuah kota adalah hasil interaksi 
dari masyarakat yang ada didalamnya (Ikeda, 2018 hlm 26-27).

Jika sebuah kota merupakan sistem yang muncul dan evolusioner, yang 
menjadi fitur utamanya tidak hanya kemampuan untuk terus berkembang tetapi juga 
secara ontologis tidak dapat diprediksi: sebuah kota dalam keadaan konstan menjadi 
dan muncul dari interaksi yang tidak terduga daripada ditentukan oleh niat apriori 
(Porqueddu, 2018, hlm 32). Hal ini semakin menunjukkan ketika kita memasukkan 
perkembangan dari waktu ke waktu sebagai dimensi yang diperlukan dari evolusi 
kota (Ikeda, 2018); perkembangan dari waktu ke waktu sebenarnya merupakan proses 
penemuan terbuka dimana hanya ketika orang dapat dengan bebas menemukan 
kebaruan semacam itu dan secara timbal balik beradaptasi dengannya, suatu tatanan 
yang muncul. Sekali lagi, hal ini tidak menunjukan bahwa sebuah kota tidak dapat 
menjadi indah, tetapi keindahan yang di maksud dalam kasus perkotaan bukan bersifat 
estetika; melainkan urutan yang muncul oleh tindakan individu yang independen yang 
didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat  mata (Smith, 1776, hlm 421). Keindahan 
Kota adalah keteraturan itu sendiri. Hal ini dapat diamati di kota-kota besar, seperti 
Jakarta, di mana jelas bahwa sebagian besar wilayah indah, yang paling mungkin hasil 
dari perencanaan, tidak di mana sebagian besar orang kota dunia hidup dan bekerja. 
Bahkan, sebagian besar kota (bahkan ibukota besar) dihuni atau diisi dengan cara yang 
spontan, banyak di antaranya tidak dapat dengan mudah dikaitkan dengan rencana 
besar atau visi kota tersebut (Peter Gordon dikutip dalam Andersson, 2014, hlm 19).

Ini tidak berarti bahwa perencanaan bukan bagian dari pengembangan kota, 
justru sebaliknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ikeda (2004, hlm 261), masalah 
bukan pada perencanaan dengan tidak adanya perencanaan, “melainkan” siapa yang 
harus melakukan perencanaan. Pengetahuan lokal yang relevan dengan kontektual 
keberhasilan suatu komunitas, setidaknya sebagian tidak dapat dijelaskan, dan 
karenanya sulit jika tidak dikatakan mustahil untuk mentransmisikan secara efektif 
kepada otoritas atau pemerintah. Apakah masyarakat memanfaatkan pengetahuan 
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itu dengan baik akan tergantung pada sejauh mana publik  memilih atau bersedia 
untuk bergantung pada organisasi mediasi non-pemerintah dan lembaga sosial yang 
muncul. Perencanaan tidak harus berarti perencanaan pemerintah (Block, 2014, hlm 
93); “perencanaan” yang dalam arti perhitungan rasional diperlukan (Block, 2014, hlm 
95). Tetapi siapa yang merencanakan untuk siapa?

Konflik antara perencanaan pusat dan perencanaan desentralisasi tidak 
hanya memengaruhi penciptaan dan pengembangan kota, tetapi seluruh sistem 
ekonomi (Block, 2014, hlm 93). Secara alami, pemerintah beroperasi di luar pasar 
dan karenanya tidak akan pernah dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan 
untuk mengimplementasikan rencana kewirausahaan yang sehat, berdasarkan 
pada kebutuhan pasar aktual (masalah pengetahuan: Hayek, 1937, 1945), dan tidak 
akan pernah dapat menilai apakah rencananya menguntungkan, karena harga yang 
dikaitkan dengan proyek perumahan pemerintah tidak berasal dari pasar tetapi mereka 
hanya akan menjadi tokoh politik yang sewenang-wenang (masalah perhitungan: 
Mises, 1920). 

Menurut Hayek, faktanya  kita harus membedakan dua jenis pengetahuan, 
yang saya sebut pengetahuan teknis dan pengetahuan kewirausahaan; tipe pertama 
adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, sedangkan tipe kedua 

memperhatikan kapan dan di mana melakukan apa. Sementara perencana pusat 
(apakah pemerintah, agensi atau tim ahli tidak membuat perbedaan) pada akhirnya 
dapat memiliki pengetahuan teknis, ia tidak pernah dapat memperoleh jenis 
pengetahuan kedua. Karena itu mudah untuk memahami bagaimana masalahnya 
tidak terdiri dari pemerintah yang mampu membangun kota, yang hanya masalah 
teknis yang mungkin diatasi dengan pengembangan teknis; masalah sebenarnya 
adalah kemungkinan bagi pemerintah untuk dapat memberikan sesuatu yang benar-
benar dapat diserap oleh permintaan, yang fitur-fiturnya akan berubah secara dinamis 
dari waktu ke waktu. 

Informasi yang relevan untuk keputusan kewirausahaan, pada dasarnya, dimiliki 
oleh setiap  individu, tidak jelas, tidak diucapkan, selalu berubah dan seringkali tidak 
dapat disampaikan kembali secara langsung secara dinamis muncul melalui interaksi 
antar individu di pasar. Dan seiring waktu seorang perencana yang terpusat tidak bisa 
memiliki informasinya dan, bahkan jika perencana itu mampu menangkapnya hanya 
untuk sesaat, hal tersebut sudah berevolusi dengan sifat terbarukan asli yang diciptakan 
seiring berlalunya waktu. Pengusaha juga tidak dapat memiliki akses yang sempurna ke 
informasi tersebut, tetapi, bermain di pasar, mereka lebih terpapar dengan mekanisme 
transmisi yang melibatkan informasi itu. Mekanisme seperti itu terjadi dengan mediasi 
harga, yang memang merupakan sintesis objektif dari milyaran evaluasi subyektif yang 
tersebar; tanpa proses pasar yang dinamis, harga tidak dapat muncul dan tidak dapat 

Masalah bukan pada perencanaan 
dengan tidak adanya perencanaan, 

“melainkan” siapa yang harus 
melakukan perencanaan
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menjalankan fungsinya untuk mentransmisikan informasi kewirausahaan yang relevan. 
Sekali lagi, tindakan pemerintah, yang terjadi di luar pasar, juga tidak akan memiliki 
akses ke harga riil, dan karena itu akan kekurangan instrumen yang diperlukan untuk 
mengevaluasi keberlanjutan ekonomi dari rencananya (lihat Ikeda, 2004 dan Ferlito, 
2019).

Oleh karena itu, kota adalah suatu perencanaan yang diciptakan oleh proses 
pasar sesuai dengan mekanisme yang ada dan ditransformasi melalui informasi untuk 
membentuk harga (Bertaud, 2018, hlm 1). Agar sebuah kota dapat berkembang 
secara organik, maka, keberadaan sistem keputusan terdesentralisasi adalah hal yang 
terpenting. Sebuah kota dapat menghadapi gelombang masalah yang rumit dan tiada 
habisnya jika aturan yang mengatur interaksi dan ruang di mana orang berinteraksi, 
memungkinkan banyak orang untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah itu dari 
waktu ke waktu. 

Meningkatkan skala desain / konstruksi atau membangung terus menerus 
akan semakin dalam mengurangi kehidupan perkotaan. Tantangan bagi  perencana/ 
developper  adalah menyediakan ruang publik dari pada menggantinya, membuat 
perencanaan secara spontan pada masyarakat umum, membiarkan keragaman 
dimana terjadi interakasi informal dan trial and eror biasanya umum terjadi dalam 
perkembangan sebuah kota, (Ikeda, 2017, hlm 81-82). 

Banyak perencana kota yang berkerja atas nama politisi - bertujuan untuk 
memodifikasi tatanan itu melalui desain (Bertaud, 2018, hlm 1). Untuk alasan yang baru 
saja dijelaskan, upaya semacam itu ditakdirkan untuk gagal. Evolusi (atau kemunduran?) 
dari Ekonomi telah memberikan ilusi palsu.

Untuk sesaat di pertengahan abad ke-20, tampaknya ilmu ekonomi yang dinamis, 
tidak tertahankan, dan telah menghasilkan sesuatu yang kita semua inginkan; yaitu 
instruksi untuk mendapatkan atau menjaga kesejahteraan. 

Para ekonom dan para penguasa telah mendorong dan memikirkan begitu banyak 
ide untuk mengurangi beban ekonomi nasional dan internasional dari ketidaksengajaan 
dan bencana; dan gagasan-gagasan itu memiliki rasionalitas, diprediksi, dan analisis 
statistik yang informatif, sehingga pemerintah beranggapan bahwa mereka hanya 
perlu mengumpulkan komitmen , keahlian dan uang untuk membuat kehidupan 
ekonomi bekerja sesuai kehendak mereka.

Secara teori semuanya sangat logis. Pada kenyataannya begitu sedikit yang 
berhasil seperti yang seharusnya. Sekarang kita hidup dalam masa yang sulit dari skema 
pembangunan yang gagal (Jacobs, 1984, hlm 3-5).
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4.	 JAKARTA VS IBUKOTA BARU 

Lebih lanjut mengenai alasan yang telah kami kemukakan sejauh ini, tidak sulit 
untuk memahami mengapa kami skeptis terhadap seluruh proyek pemindahan ibukota 
Indonesia ke daerah terpencil di pulau Kalimantan. Tetapi mari kita rehat sejenak dan 
mempertimbangkan argumen umum yang mendukung perubahan seperti itu.

Sebagian besar diskusi populer dipusatkan di Jakarta sebagai megacity yang  akan 
tenggelam dan penuh polusi. Dengan 10-12 juta penduduk (30 juta termasuk yang 
tinggal di pinggiran kota), Jakarta jelas merupakan kota yang padat; pada saat yang 
sama, pembangunan ekonomi yang menakjubkan semakin menekankan bahwa Jakarta 
adalah kota yang erat kaitannya dengan polusi. Namun, apakah solusi yang diusulkan, 
yaitu memindahkan ibu kota, adalah usulan dan solusi yang tepat? Kami berpendapat 
bahwa memindahkan ibu kota akan menjadi solusi yang mahal dan tidak efektif. Dalam 
berbagai artikel dan buku seperti “The Skeptical Environmentalist” (Lomborg, 1998) dan 
“Cool It” (Lomborg, 2007), Bjørn Lomborg, Presiden Copenhagen Consensus Center, 
telah menekankan bagaimana masalah lingkungan harus ditangani dengan cara yang 
berkelanjutan secara ekonomi. Saat ini, dengan populasi birokrat yang diperkirakan 
berjumlah sekitar 150.000 orang,  kebaikan apa yang akan dinikmati Jakarta dengan 
memindahkan sebagian birokrat bahkan seluruh birokat dan keluarganya ke luar kota? 
Biaya, tidak hanya biaya moneter, tampaknya tidak proporsional bila dibandingkan 
dengan manfaat nyata.

Perdebatan ini bukan tempat untuk membahas solusi kemacetan lalu lintas dan 
polusi, tetapi beberapa argumen yang disajikan akan berguna untuk merangsang 
diskusi; beberapa petunjuk akan disajikan dalam paragraf 7.

Mari kita beralih ke argumen lain yang didukung oleh para politisi dan 
perencana yang mendukung pemindahan ibu kota: saat Jakarta tumbuh menjadi 
kota metropolitan besar dengan kontradiksi-kontradiksinya tetapi juga dengan banyak 
peluang, wilayah yang diidentifikasi sebagai ibu kota  sementara ibukota baru masih 
terbelakang. Bahkan, dapat dikatakan bahwa pembangunan Indonesia berputar di 
sekitar ibukotanya. Berikut adalah perbedaan persentase dari sektor-sektor PDB yang 
disumbangkan oleh wilayah Jakarta: perdagangan 20%, keuangan 45%, layanan 68%, 
pemerintah 49% pendidikan 27%, dan manufaktur 10% (Ganie, 2020, hlm 12).

.
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GAMBAR 2: DISTRIBUSI REGIONAL POPULASI INDONESIA.
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Sumber: Ganie (2020, hlm 14).

Pada saat yang sama, 56,56% populasi tinggal di Jawa (6,05% di Kalimantan) 
dan pulau utama menyumbang 58,4% dari PDB (20,85% berasal dari wilayah 
Jabodetabekpunjur), sedangkan kontribusi dari Kalimantan adalah 8,2% (Ganie, 2020, 
hlm 14).

GAMBAR 3: KONTRIBUSI DAERAH TERHADAP PDB INDONESIA.
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Karena itu, para perencana mengklaim, kita membutuhkan pembangunan 
yang lebih seimbang di berbagai wilayah di Indonesia. Di bawah perspektif ini, posisi 
Jokowi tidak berbeda dengan salah satu dari banyak perencana kota yang secara 
tradisional prihatin dengan pertumbuhan kota-kota besar yang tidak terencana karena 
kompleksitas yang terlibat dalam pengelolaannya, kesulitan mengintegrasikan migran 
yang miskin dari daerah pedesaan ke kehidupan kota, dan keengganan naluriah 
terhadap apa pun yang tampaknya. Keengganan untuk pola tata ruang yang tidak 
terencana atau asimetris cukup jelas dalam pendekatan kebanyakan perencana kota. 
Beberapa perencana melihat peta suatu negara dan mengamati bahwa beberapa daerah 
terdiri dari banyak kota sementara yang lain hanya memiliki beberapa. Mereka secara 
keliru menyimpulkan bahwa “ketidakseimbangan” ini merepresentasikan ketidakadilan 
karena aktivitas perkotaan yang parasit atau kegagalan pasar lainnya (Bertaud, 
2018, hlm 24). Bagi para perencana ini, adalah tugas pemerintah untuk mengurangi 
ketidakadilan seperti itu dan untuk “merencanakan” pembangunan spasial yang lebih 
homogen. Namun, untuk alasan yang sama yang telah dijelaskan dalam ayat 3, upaya 
tersebut ditakdirkan untuk gagal. Bertaud (2018, hlm 24-25) menjelaskan bahwa kota 
tumbuh karena keunggulan kompetitifnya, dan tingkat pertumbuhan perkotaan tidak 
akan mengikuti jalur yang dapat diprediksi. Pengaruh yang dapat dimiliki perencana 
terhadap pertumbuhan kota sangat terbatas, dan semua upaya yang telah dilakukan 
untuk memblokir pertumbuhan kota-kota besar demi kota-kota kecil telah dilakukan 
untuk menurunkan produktivitas kota (Bertaud, 2018, hlm 25) -26)

Gagasan membangun ibukota baru di Kalimantan, dengan demikian, masuk 
dalam kategori perencanaan kota visioner, sebuah pendekatan yang menganggap 
pengetahuan dan kebijaksanaan substansial berada di atas, mengabaikan realitas 
pengetahuan yang tersebar luas dan yang diperjuangkan oleh  perencana kota dan 
pembuat kebijakan », yang mendukung kota “berisi” kota-kota dan kepadatan yang 
lebih tinggi (dan gaya hidup yang terkait) dan menyarankan agar perencana melakukan 
pendekatan dari atas-kebawah untuk mengetahui lokasi di mana pembangunan yang 
selaras harus didorong melalui sarana pengaturan dan kebijakan atau subsidi langsung 
(Cox dan Gordon, 2017, hlm 61).

Sebaliknya, seperti yang telah kita ketahui, sebuah kota terwujud sebagai tatanan 
spontan yang dihasilkan oleh interaksi manusia. Untuk alasan yang sama ini, poin lain 
muncul sebagai kritik terhadap proyek sebagai berikut: dengan merelokasi pusat politik 
negara, pembuat kebijakan mengabaikan bahwa politik, budaya dan ekonomi adalah 
tiga elemen berbeda dari entitas kesatuan. Kota, muncul tepat seperti kombinasi dari 
ketiga aspek ini. Kota itu sendiri tidak akan ada tanpa salah satu dari tiga komponen, 
yang saling mempengaruhi. Untuk memindahkan pusat politik dari Jakarta akan 
menjadi amputasi bagi kota. Daripada diamputasi, bukankah lebih baik memikirkan 
ekstensi? Pikirkan tentang apa yang terjadi dengan Putrajaya dan Kuala Lumpur di 
Malaysia: meskipun Putrajaya adalah segalanya tetapi kota yang hidup, kedekatannya 
dengan ibukota lama tidak membahayakan kehidupan ekonomi dan budaya kota itu.

Apa yang akan terjadi dengan amputasi? Kehidupan budaya dan ekonomi akan 
dirampas dari pusat pertumbuhan yang berperan penting. Apa yang mungkin muncul 
sebagai pertimbangan teoretis justru penuh dengan implikasi praktis. Ekonomi, 
misalnya, membutuhkan politik; dan ini semua berlaku di negara birokrasi seperti 
Indonesia, yang berada di peringkat 73 di antara 190 ekonomi dalam Ease of Doing 
business Index/Kemudahan Berbisnis Indeks bisnis, yaitu indeks peringkat tahunan 
Bank Dunia yang terbaru. Demikian pula, peringkat 65 di antara 131 negara dalam 
Indeks Hak Properti Internasional 2019 yang diuraikan oleh Aliansi Hak Properti. Apa 
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yang akan terjadi, kemudian, dengan semua dokumen yang diperlukan untuk memulai 
bisnis dan tetap beroperasi? Belum jelas apakah pemerintah akan mempertahankan 
cabang di Jakarta untuk mendukung perusahaan atau jika perjalanan ke Kalimantan 
diperlukan setiap kali dokumen atau izin diperlukan. Dalam kedua kasus tersebut, hasil 
akhirnya adalah peningkatan dalam biaya operasional pemerintah dan biaya bisnis 
swasta, dengan biaya pembayar pajak dan konsumen. Kemungkinan besar, Indonesia 
akan menghadapi penurunan peringkat dalam indeks yang disebutkan di atas.

Sebagaimana dijelaskan dalam Cox dan Gordon (2017), pada kenyataannya, kota-
kota yang muncul secara spontan, sebagai jawaban adaptif untuk perilaku manusia, 
memberikan pengurangan dalam biaya transaksi yang secara alami tersirat dalam 
melakukan bisnis. Dengan demikian, ukuran besarnya Jakarta cenderung menjadi 
elemen positif daripada hambatan: ukuran menjadi fasilitator dalam memberikan 
peluang untuk bergabung dengan rantai pasokan yang berbeda (Cox dan Gordon, 
2017, hlm 61). Lembaga yang mengurangi biaya transaksi adalah kunci keberhasilan 
ruang kota (Gordon dan Cox, 2014, hlm 156); bangunan top-down dari sebuah kota 
baru di Kalimantan tampaknya bergerak berlawanan arah.

Memang, munculnya kota besar secara spontan dan evolusioner justru 
merupakan bukti bahwa pilihan desentralisasi dan spontan dari sejumlah besar individu 
mengungkapkan bahwa mereka mengakui ketertarikan mereka dalam penentuan 
lokasi bersama. […] Ini bukan hanya tentang kota yang “tidak direncanakan”. Rencana 
sejumlah besar individu tampaknya terkoordinasi - dengan hasil awal »(Cox dan 
Gordon, 2017, hlm 64-65). Pada saat yang sama, kemunculan aglomerat kota besar 
menunjukkan bagaimana kekuatan dari bawah ke atas dapat mengalahkan rencana 
top-down (Cox dan Gordon, 2017, hlm 65).

Dengan demikian, amputasi Jakarta atas wilayah politiknya dapat mengakibatkan 
memburuknya jaringan rantai pasokan yang sekarang ditunjukkan di ibukota sebagai 
entitas yang terdiri dari politik, budaya, dan ekonomi; pada saat yang sama, itu akan 
meningkatkan biaya transaksi untuk perusahaan.

Ini tidak berarti bahwa kota besar itu efisien (Ikeda, 2017, hlm 85). Hal ini normal 
karena kompleksitas yang tersirat dalam sistem multi-relasi di mana pengetahuan yang 
relevan tersebar ke jutaan pikiran individu (Ikeda, 2018). Namun, kekuatan kota seperti 
Jakarta justru terletak pada inefisiensi, seperti yang ditunjukkan oleh Jacobs (1969, 
bab 3). Kota-kota yang efisien, pada kenyataannya, sering kali dikhususkan; spesialisasi 
seperti itu membatasi kemungkinan penemuan dan, dengan demikian, pembangunan 
dan kemajuan. Inefisiensi kota-kota besar justru yang membuatnya menjadi pencipta 
dinamis dari kesempatan-kesempatan pembangunan; pengembangan terjadi ketika 
upaya digandakan (inefisiensi) dan kesempatan untuk pekerjaan baru diciptakan 
(pentingnya ukuran). Faktor-faktor ini tidak dapat hadir di kota yang sangat terspesialisasi 
dan efisien. Oleh karena itu, ada pertukaran antara efisiensi dan kesempatan 
pengembangan (Jacobs, 1969, bab 3).

Melalui arah yang sama dalam menggerakkan pertimbangan bahwa kota 
adalah pasar tenaga kerja dan perluasan pasar kerja membuat segala sesuatu menjadi 
mungkin. Pasar tenaga kerja yang berfungsi dengan baik menyatukan masyarakat 
dengan pengetahuan dan keterampilan yang bervariasi tetapi gratis, yaitu sebuah 
prasyarat untuk inovasi. Pasar tenaga kerja yang berfungsi dengan baik memungkinkan 
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setiap atraksi kota - orkestra simfonik, museum, galeri seni, perpustakaan umum, ruang 
publik yang dirancang dengan baik, dan restoran besar, di antara banyak lainnya. Pada 
gilirannya, populasi yang lebih beragam, yang menjadi sumber inovasi masa depan 
dan kehidupan kota yang lebih menarik (Bertaud, 2018, hlm 20).

Melalui perspektif ini, pentingnya ukuran telah ditunjukkan oleh para ekonom, 
yang menunjukkan bagaimana kota besar lebih produktif daripada kota kecil, karena 
kota besar menghasilkan skala ekonomi yang memungkinkan perusahaan untuk 
mengurangi biaya mereka dengan meningkatkan output, sehingga mengurangi biaya 
per unit . Skala ekonomi hanya mungkin terjadi di kota-kota dengan pasar tenaga kerja 
yang besar Bertaud, 2018, hlm 20). Argumen Bertaud mirip dengan yang diadopsi 
oleh Jane Jacobs (1969), di mana ia menjelaskan bagaimana pasar tenaga kerja yang 
sedemikian besar membantu dalam menghasilkan “limpahan pengetahuan” dan 
karenanya perkembangan.
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5.	 PROYEK IBUKOTA BARU DI SELURUH 
DUNIA: SEBUAH WAWASAN

Ketika proyek Jokowi untuk mengubah ibu kota menarik perhatian besar di 
seluruh Indonesia, di seluruh dunia sudah ada banyak contoh negara yang telah memilih 
untuk memindahkan pusat administrasi mereka ke daerah baru. Menurut Potter (2017, 
hlm 1), hampir 30% negara memiliki ibukota yang berlokasi di luar kota terbesarnya», 
sementara 11 negara telah memindahkan ibukotanya sejak 1960 (delapan di antaranya 
ke kota-kota kecil)» (Potter, 2017, hlm 3). Alasan yang berbeda berperan dalam 
keputusan tersebut. Contohnya, dalam kasus Canberra, Australia, alasannya adalah 
untuk melestarikan simbol politik bagi negara, dalam kasus lain pemerintah mencoba 
menciptakan keseimbangan kekuasaan dengan mempertimbangkan populasi yang 
terpecah, seperti ketika Amerika Serikat mendirikan kota Washington. Dalam kasus 
Naypydaw di Myanmar, keputusannya dipaksakan oleh ancaman kerusuhan sipil 
(Campante et al., 2013). Tetapi semua proyek ini menghasilkan hasil yang beragam.

Sangat layak memberikan porsi lebih untuk membahas kasus Ibu kota Malaysia 
karena kedekatannya dan kedekatan budaya dengan Indonesia. Pada pertengahan 
1980-an, Pemerintah Malaysia, di bawah Perdana Menteri Mahathir bin Mohammad, 
berencana untuk memindahkan ibukota ke kota baru, yang disebut Putrajaya. Rencana 
induk membagi kota menjadi dua area utama, inti dan pinggiran. Intinya dimaksudkan 
sebagai pusat administrasi dan simbolis untuk kota dan untuk negara dan dimaksudkan 
untuk menampilkan identitas Putrajaya melalui bangunan-bangunan sipil yang 
megah. Pusat ibu kota juga memiliki hotel, pusat perbelanjaan, kantor komersial, pusat 
pameran dan konvensi, perguruan tinggi swasta, rumah sakit swasta, dan berbagai 
fasilitas wisata. Pinggiran dirancang untuk menampung empat belas lingkungan 
perumahan dengan 67.000 unit perumahan. Dalam setiap lingkungan, ada berbagai 
perumahan untuk berbagai pendapatan, termasuk rumah terpisah, rumah petak, ruko, 
dan apartemen bertingkat tinggi. Ada banyak klaster komersial di lingkungan sekitar 
kota di mana penduduk dapat berjalan kaki untuk membeli bahan makanan di pasar 
basah, supermarket atau toko-toko dan masjid. Kota baru itu diusulkan terletak di 
antara Kuala Lumpur dan Bandara Internasional Kuala Lumpur yang baru (KLIA). Dua 
daerah diusulkan: Prang Besar dari Selangor dan Janda Baik dari Pahang. Pemerintah 
Federal bernegosiasi dengan negara bagian Selangor tentang prospek Wilayah Federal 
lainnya. Pada pertengahan 1990-an, pemerintah Federal membayar sejumlah uang 
kepada Selangor untuk sekitar 11.320 hektar (45,8 km2) tanah di Prang Besar, Selangor. 
Pemerintah membayangkan kota tersebut menjadi kota taman dan kota yang cerdas, 
dengan 38% dari area yang disediakan untuk ruang hijau di mana lanskap alam 
ditingkatkan. Rencana tersebut menggabungkan jaringan ruang terbuka dan jalan-
jalan lebar.

Konstruksi dimulai pada Agustus 1995, dan itu adalah proyek terbesar Malaysia 
dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dengan perkiraan biaya akhir USD 
8,1 miliar. Krisis keuangan Asia 1997/1998 entah bagaimana memperlambat 
perkembangan Putrajaya. 300 anggota staf kantor Perdana Menteri pindah ke sana 
pada tahun 1999, dan pegawai pemerintah yang tersisa pindah pada tahun 2005. 
Dengan kebebasan desain yang hebat, anggaran yang luas dan tujuan eksplisit untuk 
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menciptakan ‘kota taman’, Putrajaya tidak dapat menarik orang selain pegawai negeri 
atau wisatawan yang datang dan mengunjunginya, karena kota ini tidak menyediakan 
aksesibilitas bagi orang untuk bepergian di sekitarnya (Moser, 2010). Tetapi masalahnya 
lebih dalam daripada konektivitas: pengembangan Putrajaya adalah contoh yang 
jelas dari perencanaan pusat seperti yang dijelaskan dalam paragraf di atas dan kami 
telah belajar bahwa sebuah kota lebih merupakan tatanan spontan yang timbul dari 
interaksi manusia; tidak mengherankan bahwa itu tidak dapat menjadi konteks kota 
yang hidup; bahkan diplomasi internasional menolak untuk pindah ke sana. Memang, 
sebuah kota terdiri dari aspek budaya, politik dan ekonomi dan ketiga elemen ini tidak 
dapat dipisahkan. Untuk mendorong orang pindah ke Putrajaya, pemerintah Malaysia 
memberlakukan berbagai insentif dan subsidi untuk perumahan, terutama dengan 
membangun ribuan rumah yang terjangkau dan mendukung kota dengan proyek 
transportasi massal untuk menarik pekerja dari Kuala Lumpur untuk tinggal di Putrajaya 
dan untuk pulang kerja dari sana dan ke Kuala Lumpur. Namun sejauh ini, hasil yang 
diharapkan belum ditampilkan.

Sebaliknya, Pemerintah Myanmar,, menetapkan Naypyidaw sebagai pusat politik 
baru mereka pada tahun 2005. Dibangun dari nol di tengah sawah dan ladang tebu, 
kota ini dikabarkan menelan biaya hingga USD4 miliar untuk membangun. Pemerintah 
Myanmar memutuskan untuk pindah ke Naypyidaw seperti membangun Canberra 
atau Brasilia, ibukota administratif yang jauh dari kemacetan lalu lintas dan kepadatan 
penduduk Yangon, ibukota lama mereka. Kota itu sendiri dibagi menjadi beberapa 
zona yang dirancang khusus sesuai dengan penggunaannya. Area perumahan dan 
apartemen yang dikelola dengan cermat diberikan sesuai dengan pangkat dan status 
perkawinan, dan saat ini kota ini memiliki 1.200 blok apartemen empat lantai. Atap 
bangunan apartemen diberi kode warna oleh pekerjaan penghuninya; misalnya, 
pegawai Departemen Kesehatan tinggal di gedung dengan atap biru, dan pegawai 

Departemen Pertanian tinggal di gedung dengan atap hijau. Pejabat pemerintah 
tingkat tinggi tinggal di rumah besar, yang berjumlah sekitar 50. Zona Kementerian 
kota berisi kantor pusat kementerian pemerintah Myanmar. Semua gedung pelayanan 
identik dalam penampilan, dan sebuah kompleks parlementer yang terdiri dari 31 
bangunan dan istana presiden 100 kamar juga terletak di sana. Zona ini juga terdiri 
dari bangunan balai kota, yang memiliki banyak karakteristik arsitektur Stalinis tetapi 
dengan atap bergaya Burma. Perwira militer berpangkat tinggi dan pejabat penting 
lainnya tinggal 11 km (6,8 mil) dari pegawai pemerintah biasa di kompleks yang 
dikatakan terdiri dari terowongan dan bunker; area ini terbatas untuk umum. Kota ini 
juga memiliki pangkalan militer, yang tidak dapat diakses oleh warga atau personil 
lainnya tanpa izin tertulis. Pemerintah telah menyisihkan 2 hektar (4,9 hektar) tanah 
masing-masing untuk kedutaan asing dan markas besar misi PBB. Kedutaan Tiongkok 
secara resmi telah membuka kantor penghubung sementara pada tahun 2017, yang 
merupakan kantor asing pertama yang diizinkan untuk dibuka di Naypyidaw. Tetapi 
masih banyak kedutaan asing yang tidak ingin pindah ke kota baru ini, seperti dalam 
kasus Putrajaya di Malaysia. Pada bulan Februari 2018, Penasihat Negara Daw Aung San 

MALAYSIA 
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Suu Kyi mengetuai pertemuan di Kementerian Luar Negeri di Naypyidaw di mana ia 
mendesak pemerintah asing untuk memindahkan kedutaan besar mereka ke ibukota. 
Untuk area Komersial, kota ini dibagi menjadi tiga zona, Zona Hotel, Zona Belanja, Zona 
Rekreasi.

Seperti yang dapat dengan mudah diharapkan, kota-kota ini terkenal kosong, 
tanpa pengembangan real estat organik - hanya proyek yang disetujui pemerintah 
(South China Morning Post, 2015). Faktanya, pada tahun 2019 beberapa laporan 
tentang Myanmar menunjukkan bahwa banyak bangunan dan rumah milik pemerintah 
menghadapi keadaan rusak karena kelalaian dan tidak ada pejabat yang tinggal dan 
bekerja di gedung-gedung tersebut (Nanda dan Mo, 2019). Perusahaan swasta enggan 
pindah ke ibukota baru karena berbagai faktor. Pertama-tama, keterpencilan lokasi 
merupakan disinsentif bagi orang untuk melakukan bisnis di sana: jarak 320 km dari 
ibukota sebelumnya (Yangon) membuatnya mahal untuk melakukan segala upaya 
- bisnis atau sebaliknya. Seperti yang kami sebutkan di atas, proyek ibu kota baru 
meningkatkan biaya transaksi, sementara kota yang efisien harus menguranginya - 
pelajaran yang harus dipelajari Indonesia dengan baik. Dengan semua kasus sejarah ini, 
pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan bahwa proyeknya mungkin menjadi 
“menara Babel/Babylon tower”, kota hantu dan sumber ketidakefisienan.

.

Proyek ibukota baru meningkatkan 
biaya transaksi, sementara kota yang 

efisien harus menguranginya, pelajaran 
yang harus dipelajari Indonesia dengan 

baik. Dengan semua kasus sejarah 
ini, pemerintah Indonesia harus 

mempertimbangkan proyeknya
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6.	 DAMPAK DAN AKIBAT PADA PASAR 
PROPERTI

6.1.	 GAMBARAN UMUM

Sekarang saatnya untuk mengalihkan perhatian kita pada apa yang kita harapkan 
menjadi efek potensial dari proyek Ibu kota bari di pasar properti di Jakarta dan 
di wilayah Samarinda/ Balikpapan. Faktanya, proyek ini terjadi di saat pasar properti 
Indonesia masih lesu meskipun insentif pemerintah dan bank sentral diterapkan (Asia 
News Report, 2020). Relaksasi pajak baru belum merangsang penjualan, sementara 
kebijakan baru perlu waktu untuk membuktikan efektivitasnya (Gobi, 2019, hlm 2-3).

Seperti yang ditunjukkan oleh dinamika harga, pasar properti Indonesia kini 
telah mencapai tingkat kematangan tertentu. Kenaikan harga rata-rata telah menurun 
dari 14% pada 2013 menjadi sekitar 3% pada 2017 dan 2018; pada kuartal kedua 2019 
kenaikan harga rata-rata bahkan lebih rendah, sekitar 2,5% (Sohlberg, 2019). Pasar 
perumahan Indonesia telah melambat sejak 2014 dan akan terus berada dalam mode 
pemulihan pada tahun 2020» (Sohlberg, 2019).

GAMBAR 4. PERTUMBUHAN HARGA RUMAH DI INDONESIA DARI MARET 2003 HINGGA 
DESEMBER 2019  PER- TRIWULAN, 2009-2019
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Sumber: https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/house-prices-growth. 

Ketika grafik di atas menunjukkan bagaimana kenaikan triwulanan dari harga 
properti mengalami tren menurun, grafik di bawah  menunjukkan bagaimana sejak 
2018 harga perumahan perumahan memang di bawah garis tren 10 tahunan. 
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GAMBAR 5. INDEKS HARGA PROPERTI PERUMAHAN DI INDONESIA, 2009-2019
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Sumber: https://tradingeconomics.com/indonesia/housing-index

Dalam skenario ini, pasar properti di Jakarta juga menderita, meskipun ada minat 
yang meningkat untuk pengembangan yang berlokasi di dekat stasiun angkutan cepat 
massal (MRT) yang baru dan stasiun angkutan cepat cahaya (LRT) yang direncanakan. 
Kesulitan melibatkan unit kantor dan perumahan. Untuk kantor yang berlokasi di 
kawasan pusat bisnis (CBD), tingkat kekosongan hanya 5,2% pada akhir 2014, sementara 
itu 34% pada akhir Q3-2019 (Taylor, 2019, p. 8 dan Cooper dan McMillan, 2019, hlm 44).

GAMBAR 6. PASOKAN, PERMINTAAN DAN HUNIAN, KANTOR CBD, JAKARTA

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

NET ABSORPSION NEW SUPPLY OCCUPANCY

Sumber: Taylor (2019, hlm  5)

Segalanya menjadi lebih baik untuk kantor yang berlokasi di luar CBD, di 
mana tingkat huniannya mendekati 80% (Taylor, 2019, hlm 8). Pasar residensial juga 
menderita dan pengembang berusaha menarik pembeli dengan mengurangi ukuran 
unit daripada menurunkan harga per SQM (Taylor, 2019, hlm 11). Setelah puncak 2013-
2014, penjualan unit kondominium tetap lamban: selama Q3-2019 hanya mencatat 
peningkatan 1,6% y-o-y dan 0,3% q-o-q (Gobi, 2019, hal. 2). Demikian pula, tingkat 
pengambilan selama periode yang sama telah mencatat -14,9% y-o-y di CBD, + 1,4% di 
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Jakarta Selatan dan -2,8% di daerah non-prime (Gobi, 2019, hal. 2). Secara umum, pasar 
perumahan mengalami pasokan berlebih, yang memengaruhi sebagian besar unit kelas 
atas (Cooper dan McMillan, 2019, hlm 44). 

GAMBAR 7.  PENJUALAN KONDOMINIUM, JAKARTA - 2010-2019
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Meskipun skenario saat ini diselimuti oleh tantangan, Indonesia akan memainkan 
peran utama dalam sektor konstruksi di tahun-tahun mendatang, karena aktivitas 
ekonomi secara bertahap bergeser di negara-negara berkembang. Pada tahun 2025, 
lebih dari 60% dari semua aktivitas konstruksi diperkirakan akan terjadi di pasar negara 
berkembang, naik dari hanya 35% pada tahun 2005. Dilihat dengan cara lain, negara-
negara berikut akan mencakup 72% dari aktivitas konstruksi yang diharapkan: Cina, AS, 
India, Indonesia, Rusia, Kanada dan Meksiko. Emerging Asia diharapkan menjadi wilayah 
dengan pertumbuhan tercepat untuk konstruksi antara sekarang dan 2025 (PwC, 
2014, hlm 14). Untuk periode 2012-2025, PwC (2014, hlm 15) memperkirakan bahwa 
penyelesaian rumah rata-rata tahunan di Indonesia akan di atas 1,5 juta unit, didahului 
oleh India (11,5 juta) dan China (9,3 juta).

Secara umum, untuk 2020 PwC dan Urban Land Institute merekomendasikan 
23-57-20 proporsi untuk buy-hold-sell sehubungan dengan aset kantor dan 25-58-17 
untuk aset residensial (Cooper dan McMillan, 2019, hlm 47 dan 49).

6.2.	 DAMPAK BAGI JAKARTA

Dampak dari memindahkan ibu kota diharapkan menjadi lebih bermasalah di 
wilayah baru yang telah ditentukan, yaitu di Kalimantan, daripada di Jakarta. Bahkan, 
Jakarta kemungkinan akan mempertahankan statusnya sebagai pusat ekonomi utama 
Indonesia (Taylor, 2019, hlm 3), sementara, seperti yang akan kita lihat di bawah ini, 
dasar-dasar kota baru akan berubah secara drastis. Efek dari proyek di pasar properti 
Jakarta bisa dari sifat dan arah yang berbeda. 

Dari sisi permintaan, dengan 180.000 pegawai negeri sipil (dan keluarga) 
diperkirakan akan dipindahkan, tingkat kekosongan dapat meningkat (Cooper dan 
McMillan, 2019, hlm 44). Jika ini berlaku untuk pasar perumahan, relokasi ibu kota juga 
tidak akan membantu permintaan ruang kantor. Tuntutan kantor saat ini untuk ruang 
komersial dari penyewa terkait pemerintah (seperti Pertamina, OJK, kantor Pajak, dll) 
akan turun lebih lanjut (Arfianto, 2019, hlm 3).
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Namun, tantangan tersebut dapat membantu situasi pasar saat ini, yang memang 
dipengaruhi oleh kelebihan pasokan. Laju perpindahan menuju Kalimantan dapat 
meredakan situasi ini, memperlambat munculnya proyek-proyek baru, baik komersial 
maupun residensial, di ibu kota saat ini. Ini bisa membantu menyeimbangkan kembali 
antara penawaran dan permintaan. Pada saat yang sama, melambatnya pasar di 
Jakarta dapat menciptakan beberapa peluang. Apa yang akan terjadi pada bangunan 
pemerintah yang kosong? Konversi mereka bisa menjadi peluang dan masalah pada 
saat yang sama; pada kenyataannya, walaupun mereka dapat diubah menjadi area 
hijau untuk kualitas hidup yang lebih tinggi (Cooper dan McMillan, 2019, hlm 44), 
konversi semacam itu membutuhkan sumber daya yang mungkin tidak tersedia karena 
besarnya jumlah uang yang diserap oleh proyek dari ibu kota baru.

Dari sisi perumahan, sebagai gantinya, kita harus mengamati konsolidasi lebih 
lanjut dari proyek-proyek baru di sekitar stasiun MRT dan LRT (Cooper dan McMillan, 
2019, hlm 44): konektivitas akan tetap menjadi masalah utama bagi perkembangan 
perkotaan masa depan di wilayah tersebut, tidak hanya di Jakarta. Pembangunan 
infrastruktur yang baik, sebenarnya, bisa menjadi solusi yang lebih baik dan lebih 
murah untuk masalah kemacetan dan polusi. Saat ini, pemerintah berencana untuk 
menghabiskan Rp 571 triliun untuk rekualifikasi Jakarta, 315 di antaranya akan 
diperuntukkan bagi infrastruktur mobilitas.

Efek dari rangsangan yang baru diluncurkan tetap menjadi tanda tanya. Bahkan, 
sementara perlambatan dari sisi penawaran dapat bermanfaat bagi pasar, jika paket 
stimulus akan mencapai targetnya, diharapkan untuk memberikan insentif baik 
permintaan dan investasi, menjaga harga di sisi yang tinggi dan tidak membantu 
penyerapan arus. persediaan.

Kesimpulannya, dengan proyek ibu kota baru, pasar properti di Jakarta akan 
menghadapi berbagai situasi yang berbeda:

•	 Sumber daya akan diseret keluar dari Jakarta, membantu memperlambat sisi 
pasokan dan karenanya menyerap stok saat ini.

•	 Efek menguntungkan dari perlambatan mungkin ada, setidaknya sebagian, 
namun tidak diimbangi oleh rangsangan yang baru-baru ini diterapkan, yang 
dapat mendukung investasi dan permintaan, menghambat harga untuk 
mengoreksi ke bawah.

•	 Bangunan pemerintah yang kosong dan area terlantar dapat dikonversi 
menjadi “area berkualitas” atau zona hijau; namun, pemerintah mungkin 
kekurangan sumber daya untuk konversi semacam itu. Proyek-proyek baru 
kemungkinan besar terletak di dekat stasiun MRT dan LRT, menekankan 
pentingnya konektivitas yang semakin meningkat untuk perkembangan 
perkotaan di masa depan di Asia

Dengan adanya sinyal campuran ini, pengukuran agregat kinerja pasar properti 
kemungkinan besar akan tetap tidak berubah, dengan pasokan melambat dan harga 
terus meningkat pada kecepatan moderat. Tren seperti itu dapat terdistorsi oleh 
rangsangan pemerintah.
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6.3.	 DAMPAK BAGI IBUKOTA BARU

Diharapkan konsekuensi yang jauh lebih radikal di Kalimantan Timur. Dalam 
skenario saat ini, di mana peluang keuntungan di Jakarta melambat, dapat dipahami 
bahwa proyek ibu kota baru sudah memperlihatkan langkah-langkah dari pengembang 
untuk mengamankan lahan di Kalimantan Timur (Bloomberg, 2019). PT Agung 
Podomoro Land sudah mengiklankan proyek perumahan dan komersial di Balikpapan, 
PT PP Properti mengatakan sedang mencari peluang untuk mengembangkan sekitar 
500 hektar di Kalimantan Timur, sementara PT Wijaya Karya (Persero), perusahaan 
pengembang milik negara, menyatakan siap untuk mengambil peran untuk memimpin 
dalam membangun berbagai sektor  mulai dari jalan raya hingga jaringan listrik, gas, 
dan air (Bloomberg, 2019).

Ketika pemerintah mengharapkan Ibukota baru akan dibangun melalui 
kemitraan swasta dan publik, namun kerangka hukum belum ditetapkan. Sinyal awal 
yang diluncurkan dengan pengumuman proyek telah memicu ekspektasi keuntungan 
di antara pengembang dan spekulan. Hal ini dapat dimengerti karena daerah tersebut 
saat ini hanya memiliki 160.000 penduduk, lebih sedikit dari jumlah pegawai negeri 
yang akan dipindahkan oleh pemerintah (sekitar 180.000 keluarga plus; Cooper dan 
McMillan, 2019, hlm 44). Pada saat yang sama, proyek ini membayangkan sebuah 
pembangunan yang mampu menampung 1,5 juta penduduk, menurut perkiraan 
Kementerian Perencanaan  Pembangunan Nasional (Bloomberg, 2019), tentu ini jumlah 
yang masuk akal.

Mempertimbangkan hal tersebut, bahwa, rata-rata, setiap rumah tangga 
Indonesia memiliki empat anggota (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2017, hlm 18). Jumlah 
total orang yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia untuk pindah dari Jakarta 
adalah 720.000 (yang mencakup pegawai negeri dan keluarga mereka). Jika kami 
menambah 160.000 warga saat ini, ini  mendekati 900.000 penduduk. Pada waktunya, 
tidak mungkin untuk mencapai 1,5 juta penduduk, mengingat semua produk dan 
layanan baru yang dibutuhkan oleh populasi baru (bergerak secara bertahap dari 
160.000 menjadi 900.000). Di atas kertas, proyek ini sangat menarik, tetapi efek yang 
berpotensi mengganggu dapat dipahami jika kita mempertimbangkan bahwa saat ini 
seluruh populasi Kalimantan berjumlah hingga 3,5 juta orang (Siregar, 2019). Dengan 
proyek baru, dengan demikian, diharapkan bahwa populasi regional akan melonjak 
hampir 43%.

Pemerintah mengharapkan Ibukota baru 
akan dibangun melalui kemitraan swasta 

dan publik, namun kerangka hukum 
belum ditetapkan. Sinyal awal yang 

diluncurkan dengan pengumuman proyek 
telah memicu ekspektasi keuntungan di 

antara pengembang dan spekulan
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Ekspektasi keuntungan yang saat ini diperkirakan dari proyek, didorong oleh rencana 
pemerintah dan bukan oleh situasi aktual pasar; interaksi antara penawaran dan permintaan 
tidak diperhitungkan. Mengingat ekspektasi yang didorong oleh faktor eksternal yang dipicu 
secara artifisial, kita dapat mengharapkan munculnya siklus boom dan bust yang parah, yang 
akan membuat Kalimantan sangat terpengaruh. Perlu dijelaskan bagaimana siklus boom dan 
bust dihasilkan dan berkembang.

Boom umumnya dimulai ketika pengusaha melihat peluang keuntungan yang tidak 
dieksploitasi atau margin keuntungan yang masih tinggi; tidak diragukan lagi, akan terjadi 
dengan proyek ibu kota baru: investor akan, dan sudah, tertarik oleh peluang yang diciptakan 
oleh pembangunan kota yang sama sekali baru. Ketika mengalami ekspektasi keuntungan 
positif, investor menjadi berorientasi masa depan dan siap berinvestasi dalam proyek investasi 
jangka panjang. Situasi seperti itu mendorong timbulnya investasi besar dalam aset produksi, 
atau barang modal, di mana ekonomi menjadi, secara umum, lebih padat modal dan periode 
produksi diperpanjang (Hayek, 1931, hlm 35-36). Namun, bahkan jika pengusaha menjadi 
lebih berorientasi pada masa depan, perubahan semacam itu tidak serta-merta membawa 
modifikasi preferensi di sisi konsumen, dan kami menghadapi perbedaan antara keputusan 
kewirausahaan dan pilihan konsumen (Hayek, 1933, hlm 143-148), yang merupakan akar dari 
siklus bisnis. Dalam kasus ini berarti bahwa konstruksi baru di sisi pasokan dapat menyeret 
sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang belum tentu sejalan dengan sisi permintaan.

Dalam situasi ini, karena konsumen tidak perlu menabung lebih banyak untuk membiayai 
keputusan investasi baru, pengusaha perlu merujuk pada sumber daya keuangan mereka 
sendiri atau, seperti yang sering terjadi, ke ekspansi umum pasokan modal dari sistem kredit, 
yang dengan demikian menjadi penting dalam mendukung ledakan yang muncul. Sebagian 
besar investasi dilakukan dengan harapan bahwa pasokan modal untuk beberapa waktu 
akan berlanjut pada tingkat yang konsisten dengan permintaan baru untuk dana pinjaman. 
Atau, dengan kata lain, pengusaha menganggap pasokan modal saat ini dan tingkat bunga 
saat ini sebagai indikasi bahwa situasi yang kira-kira sama akan terus ada selama beberapa 
waktu (Hayek, 1933, hlm 142)

Ketika para wirausahawan berinvestasi dalam proses-proses baru untuk produksi barang 
modal, para penabung merasa frustrasi oleh keinginan mereka untuk mengkonsumsi, karena 
apa yang mereka inginkan tidak diproduksi. Fenomena penyelamatan paksa (Hayek, 1932) 
dengan demikian muncul: kita mengamati pengurangan bertahap dalam produksi barang-
barang konsumen dan karenanya pembatasan konsumsi yang tidak disengaja (Hayek, 1933, 
hlm 145-146).

Di sisi lain, dorongan kewirausahaan terhadap investasi baru melibatkan peningkatan 
harga bahan baku dan barang modal yang diproduksi bersamanya. Dorongan menjadi 
sangat keras ketika gelombang wirausahawan inovatif pertama bergabung dengan tekanan 
peniru, yang menangkap peluang keuntungan hanya pada tahap kedua dan upaya untuk 
mendapatkan keuntungan dengan mengikuti ‘mode’. Bahkan dengan proyek yang belum 
dimulai, pada kenyataannya, harga tanah sudah mulai melonjak: sementara satu hektar lahan 
digunakan untuk dijual dengan harga sekitar 125 juta rupiah, plot-plot tertentu di dekat 
Balikpapan dan Samboja telah ditawarkan dengan harga 1,2 miliar (lebih dari USD 85.000; 
Siregar, 2019).

Saksi-saksi lain telah melaporkan sebidang tanah 4ha untuk dievaluasi Rp.4 miliar 
versus evaluasi yang lebih lama, yaitu 350 juta (Siregar, 2019); dalam skenario saat ini, dengan 
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demikian, harga tanah telah tumbuh hampir 1000 persen. Ini tidak mengherankan - demam 
spekulatif sudah berlangsung - tetapi investasi ini akan terbukti tidak berkelanjutan, karena 
tidak didorong oleh kondisi pasar, tetapi oleh proyek pemerintah yang tidak mencerminkan 
kondisi ekonomi aktual wilayah tersebut.

Pada saat yang sama, permintaan tenaga kerja meningkat, untuk menarik pekerja ke 
arah investasi baru, membuat upah relatif meningkat. Hal ini pada gilirannya mendorong 
permintaan barang-barang konsumsi, dan harga di sektor ini juga meningkat. Agar dapat 
dipertahankan, proses ini membutuhkan ekspansi kredit lebih lanjut yang akan membawa 
kenaikan harga kumulatif yang cepat atau lambat akan melampaui setiap batas. Konflik 
tampaknya menjadi jelas ketika permintaan barang-barang konsumsi melebihi dana yang 
tersedia untuk investasi dalam hal nilai absolut. Pada titik ini, suku bunga tidak bisa tidak naik, 
mengecewakan permintaan barang modal justru ketika harganya juga naik. Sebagian besar 
dari pabrik baru yang didirikan, yang dirancang untuk menghasilkan barang modal lainnya 
(properti baru), tetap tidak digunakan karena investasi lebih lanjut yang diperlukan untuk 
menyelesaikan proses produksi tidak dapat dilakukan (Hayek, 1933, p. 148). Sebagai hasilnya, 
dalam tahap lanjutan dari boom, pertumbuhan permintaan barang-barang konsumen 
menurunkan permintaan barang-barang modal (Hayek, 1939, hlm 31)

Pada puncak boom, ekonomi tidak mampu mempertahankan produksi yang 
berorientasi di luar kemungkinan-kemungkinannya. Permintaan untuk barang modal habis, 
dengan mengambil kelebihan produksi di sektor tertentu di mana booming dimulai, dan 
di sinilah masalah muncul. Banyak inisiatif ekonomi yang didirikan melalui ketergantungan 
berlebihan pada ekspektasi laba, demam spekulasi, atau kredit yang tidak dapat diselesaikan, 
meskipun hutang masih harus dibayar. Banyak perusahaan harus dikeluarkan dari sistem. 
Modal langka dan bank menaikkan suku bunga. Periode penyesuaian dan kembali ke 
keseimbangan dimulai, meskipun proses ini memiliki karakteristik depresi

Kesimpulannya, ini adalah bagaimana kami mengidentifikasi dua tahap pertama dalam 
model kami (disebut siklus alami): ekspansi primer, yang dihasilkan oleh perubahan dalam 
struktur preferensi waktu dan harapan (sistem menjadi lebih berorientasi masa depan), dan 
ekspansi sekunder ditandai dengan investasi imitatif (demam spekulasi). Seperti gelombang 
utama investasi, gelombang kedua dihasilkan oleh ekspektasi laba, khususnya ekspektasi 
bahwa situasi saat ini tidak akan berubah (Schumpeter, 1939, p. 145).

Gelombang investasi selanjutnya menghasilkan permintaan baru untuk dana 
pinjaman. Ini berarti upaya untuk memperpanjang proses ekspansi, dengan demikian juga 
meningkatkan tingkat ketidakpastian. Semakin banyak waktu yang diambil berarti semakin 
banyak hal yang bisa terjadi - memberikan kemungkinan produktivitas yang lebih besar 
tetapi juga ketidakpastian yang lebih besar.

Selain itu, selama gelombang sekunder, sentimen positif, ekspektasi laba positif yang 
menjadi ‘pijar’ di akhir tahap ekspansi primer, juga berperan dalam hal tindakan bank. Bahkan, 
justru karena apa yang terjadi selama ekspansi, sangat mungkin bahwa bank menyediakan 
‘dana virtual’ yang tidak didukung oleh dana simpanan yang sebeneranya didorong oleh 
harapan bahwa adaptasi preferensi konsumen (dana simpanan lanjutan) tidak bisa tidak 
terjadi, justru karena antusiasme yang ditimbulkan oleh boom. Seperti dijelaskan oleh 
hipotesis ketidakstabilan keuangan Minsky (Minsky 1982, 2008), saat boom setelah periode 
tenang praktik utang inovatif dan ekses spekulatif» didorong, dan kerapuhan sistem yang 
tidak dikenal berevolusi» (Prychitko 2010, hlm 206).



28

Meskipun gelombang pertama investasi mampu dalam banyak kasus, 
memberikan inisiatif yang berhasil karena intensitas kuantitatif dan kerangka waktu 
yang terbatas, gelombang kedua akan frustrasi oleh perubahan preferensi konsumen 
dan kebijakan perbankan yang dipengaruhi oleh ekspektasi laba. Apa yang akan 
terjadi selanjutnya adalah krisis (tahap ketiga dari siklus alami). Pendalaman krisis dan 
munculnya depresi akhirnya (tahap keempat) akan tergantung pada reaksi umum 
terhadap krisis dari publik dan pembuat kebijakan.

Oleh karena itu, jika proyek, seperti yang diharapkan, akan berlanjut, maka kita 
akan mengamati lonjakan dramatis harga tanah di Kalimantan, peningkatan yang telah 
menyentuh puncak 1.000 persen. Banyak proyek akan dimulai untuk membangun kota 
yang diperkirakan memiliki sepuluh kali lipat populasi saat ini; evolusi semacam itu 
akan membawa kegiatan baru baik di bidang manufaktur maupun jasa.

Karena sifat dinamis spekulatif di setiap gelembung, ada kemungkinan bahwa 
investasi akan melampaui titik struktural penyerapan, menempatkan harga di bawah 
tekanan baik di tingkat konsumen dan produksi. Ketika tekanan harga seperti itu akan 
memaksa sistem kredit untuk menghentikan dukungan terhadap gelembung, proses 
penyesuaian kembali, yang disebut krisis, akan dimulai. Proses ini akan meninggalkan 
kerangka konstruksi di tanah, memaksa semua orang untuk mempertimbangkan 
kembali harapan yang ditempatkan dalam proyek ini.

Apa yang akan tersisa, dalam skenario terbaik, adalah sebuah “kota politik”, hidup 
dari pegawai negeri dan tanpa kehidupan ekonomi yang nyata; Institut Pengembangan 
Ekonomi dan Keuangan (Indef ) memperkirakan, pada kenyataannya, bahwa ibu kota 
baru Indonesia hanya akan berkontribusi tambahan 0,02 poin persentase terhadap 
pertumbuhan ekonomi negara, dan dampaknya juga akan berumur pendek» (The 
Jakarta Post, 2020). Ekonom Indef Rizal Taufikurahman, sejalan dengan apa yang kita 
pikirkan, menambahkan bahwa ini karena ibu kota baru hanya akan menggerakkan 
pemerintah (The Jakarta Post, 2020); dengan paksa, kami tambahkan. Detak jantung 
ekonomi negara itu, sebaliknya, tidak bisa digerakkan dengan paksa.

6.4.	 PENUTUP

Singkatnya, sementara kami mengharapkan situasi yang relatif stabil di pasar 
properti di Jakarta, maka Kalimantan Timur akan mengalami munculnya gelembung 
besar. Peluang yang disajikan oleh pengembangan ibu kota baru, terkait dengan 
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tantangan yang dialami oleh pasar properti Jakarta, akan mengarahkan pengembang 
untuk berinvestasi besar di kota baru tersebut. Sumber daya akan dipindahkan dari 
modal saat ini untuk ditempatkan ke yang baru. Namun, untuk alasan yang kami 
jelaskan dalam paragraf sebelumnya, penempatan buatan orang-orang di wilayah baru 
tidak mungkin bisa mengembangkan kota organik, yang merupakan hasil spontan dari 
interaksi manusia.

Kesadaran bahwa ibu kota yang baru tidak akan menjadi kota organik, tetapi 
hanya pengelompokan kembali orang, akan terjadi pada saat yang sama ketika 
kontradiksi dari boom yang diciptakan secara artifisial akan menjadi jelas. Hasilnya akan 
banyak krisis:

•	 Ibukota baru sebagai kota hantu.

•	 Jakarta sebagai kota yang diamputasi, dipaksa untuk memikirkan kembali 
tujuan bangunan politik yang ditinggalkan. 

•	 Peningkatan biaya transaksi untuk bisnis, karena jarak antara pusat ekonomi 
dan politik negara.

•	 Sejumlah besar uang yang dihabiskan tidak efektif untuk menyelesaikan 
masalah  tanpa hasil, yaitu masalah tenggelamnya Ibu kota, masalah polusi dan 
mencoba secara artifisial menciptakan pembangunan yang lebih seimbang 
dari perspektif interspatial. Uang itu akan menjadi beban wajib pajak saat ini 
dan masa depan.. 

Hasil akhir akan lebih buruk daripada skenario awal: percobaan yang gagal dalam 
perencanaan pusat, seperti semua percobaan sejenis..
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7.	 SARAN KEBIJAKAN

Tulisan ini mungkin bukan tempat untuk membahas 
secara rinci saran kebijakan alternatif untuk meringankan 
masalah Jakarta atau untuk menciptakan pembangunan di 
Kalimantan, tetapi beberapa petunjuk akan berguna untuk 
merangsang perdebatan dan untuk menunjukkan bahwa 
solusi yang lebih praktis dan murah tersedia, 
baik dari perspektif yang merujuk ke pasar 
bebas dan perspektif intervensionis. 

7.1.	 MASALAH KEMACETAN

Dalam hal lalu lintas 
dan konsumsi lahan 
oleh masyarakat, 
p e r t a m a -
tama harus 
dicatat bahwa 
klaim bahwa 
p e r t u m b u h a n 
penduduk berjalan lebih 
cepat daripada peningkatan 
lahan tidak didukung oleh 
bukti empiris: Atlas of Urban Expansion 2016 
menunjukkan bahwa di kota-kota setiap daerah, rata-rata daerah perkotaan telah 
tumbuh lebih cepat daripada populasi, menghasilkan peningkatan konsumsi tanah 
per orang. Di wilayah Asia Timur, di mana kota dan pendapatan berkembang paling 
cepat, peningkatan rata-rata di lahan kota telah dua kali lebih besar dari pertambahan 
populasi, menghasilkan peningkatan rata-rata konsumsi lahan per orang sekitar 30 
persen (Bertaud, 2018, hlm 340).

Tanpa alarmisme, maka, harus ditekankan bagaimana mobilitas tetap menjadi 
masalah utama bagi kota besar seperti Jakarta. Keunggulan kompetitif dalam megacity 
hanya dapat dipertahankan jika mobilitas orang dan barang dipertahankan dengan 
kecepatan yang baik (Bertaud, 2018, hlm 28). Adalah penting bahwa biaya perjalanan 
dan waktu terkandung agar keunggulan kota-kota besar dapat dieksploitasi (Bertaud, 
2018, hlm 28). Inilah alasan mengapa strategi yang lebih baik untuk menjaga Jakarta 
sebagai Ibukota yang semarak adalah berinvestasi dalam infrastruktur daripada 
membangun kota baru di daerah yang berbeda. Produktivitas dapat terus meningkat 
hanya jika jaringan transportasi mampu menghubungkan pekerja dengan perusahaan 
dan penyedia barang dan jasa dengan konsumen (Bertaud, 2018, hlm 29). Seperti 
dijelaskan oleh Bertaud (2018, hlm 29), untuk kota-kota seperti Bangkok dan Jakarta 
jelas bahwa sejauh ini keunggulan produktivitas dari populasi besar mengimbangi 
kemacetan kronis mereka.

Dalam hal ini, rencana Rp 571 triliun untuk rekualifikasi Jakarta mengarah ke arah 
yang benar; lebih dari setengah anggaran akan dihabiskan untuk transportasi umum 
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baru: perluasan rute MRT (Rp 214 triliun), 16 km LRT (Rp 60 triliun), ekspansi rute bus 
(Rp 10 triliun), perluasan rute kereta komuter (Rp 27 triliun) triliun) (Ganie, 2020, hlm 21). 
Ini adalah upaya yang cukup besar yang menambah pengeluaran Rp 55 triliun untuk 
proyek MRT yang baru diluncurkan (Simorangkir, 2018 dan The Jakarta Post, 2018).

Pada arah yang berbeda, Brueckner (2011, bab 5) berpendapat bahwa cara yang 
paling terkenal untuk mengatasi kemacetan jalan bebas hambatan adalah tol dan 
peningkatan kapasitas jalan bebas hambatan. Siapa yang biasa mengunjungi Jakarta 
tahu seberapa besar pertolongan yang dibawa oleh jalan tol Airport-Tangerang ke arah 
utara-selatan.

Berfokus pada kebijakan ini akan lebih efektif dan diarahkan pada target, 
menghemat investasi pemerintah sebesar Rp 466 triliun untuk Ibukota baru. 
Memperbaiki infrastruktur mobilitas adalah langkah yang perlu untuk bergerak ke arah 
perluasan Jakarta sebagai Ibukota, daripada diamputasi. Ini akan menjadi perpanjangan 
dari dalam, yang akan meningkatkan waktu perjalanan dan biaya transaksi, elemen 
penting untuk daya saing kota.

7.2.	 POLUSI LINGKUNGAN

Cara tradisional untuk mengatasi polusi adalah perpajakan. Secara khusus, 
berdasarkan warisan Arthur Cecil Pigou dan ekonomi kesejahteraannya (khususnya, 
Pigou 1920), ekonom kontemporer telah mengembangkan teknik canggih untuk 
menghitung apa yang mereka yakini sebagai kuantitas optimal sosial dari setiap 
eksternalitas negatif seperti polusi; karena itu pajak Pigouvian adalah pajak yang 
dikenakan pada setiap kegiatan pasar yang menghasilkan apa yang diyakini sebagai 
eksternalitas negatif.

Dalam kasus polusi, pajak Pigouvian (Brueckner, 2011, bab 9) bertujuan untuk 
menciptakan insentif negatif untuk kegiatan pencemaran, mengurangi jumlah polusi 
hingga ke tingkat optimal “sosial”. Namun, solusi semacam itu didasarkan pada tiga 
asumsi utama:

•	 Hak-hak “korban” polusi lebih penting daripada hak-hak perusahaan yang 
berpolusi;

•	 Tingkat polusi sosial optimal dapat dihitung;

•	 Pengaruh pajak terhadap produksi yang berpolusi dapat diperkirakan secara 
wajar.

Dua poin pertama khususnya bermasalah karena menyiratkan penilaian nilai: 
bagaimana memutuskan kategori hak mana yang lebih penting? Siapa yang akan 
mengambil keputusan? Apa yang “sosial” optimal?

Untuk mengatasi masalah ini, Coase (1960) mengusulkan untuk memperlakukan 
berbagai hak (termasuk hak untuk mencemari) sebagai faktor produksi; dengan 
demikian, mereka dicirikan oleh hak properti yang jelas dan karenanya dapat 
diperdagangkan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Brueckner, 2011, bab 9), dengan 
pendekatan ini intervensi pemerintah mungkin tidak diperlukan; bahkan ketika biaya 
tawar-menawar rendah dan hak properti atas eksternalitas polusi telah ditetapkan, 
kelebihan polusi dapat dihilangkan melalui tawar-menawar antara pihak-pihak yang 
terlibat (Brueckner, 2011, hlm 205), seperti dijelaskan oleh Teorema Coase (Coase, 
1960).
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Sistem Coase telah digunakan dengan sukses di Amerika Serikat melalui 1990 
Clean Air Act; berkat sistem cap-and-trade, emisi SO2 berkurang 50 persen antara 1980 
dan 2007.

7.3.	 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Poin paling penting dalam memindahkan Ibukota Indonesia adalah upaya untuk 
menyeimbangkan kembali porsi pembangunan nasional dan kontribusi PDB, daripada 
menyelesaikan masalah polusi dan kemacetan.

Namun, dari sudut pandang ini, argumen yang kami kembangkan dan bukti 
dari negara lain harus menunjukkan kesimpulan yang jelas: kota politik bukanlah 
pendorong utama untuk pembangunan. Kami telah menyebutkan bagaimana kota 
baru ini diharapkan berkontribusi terhadap PDB negara sebesar 0,02%. Dan kita juga 
tahu berapa banyak kota “politik” yang tidak lebih dari pusat birokrasi, tanpa kehidupan 
batin yang organik. Membawa pegawai negeri ke Kalimantan tidak akan menciptakan 
pembangunan ekonomi. Sebaliknya, itu akan mendorong spekulasi tanah dan properti 
yang akan meninggalkan hantu dan kerangka beton saja.

Pertanyaan kuncinya di sini adalah: apa yang menciptakan pembangunan 
ekonomi? Seluruh risalah ekonomi akan diperlukan untuk membahas masalah ini. Di 
sini harus jelas bahwa pasti itu tidak akan datang dengan menambah kementerian 
dan kantor pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus mencari cara terbaik untuk 
menghasilkan insentif yang diperlukan untuk membebaskan sumber daya wirausaha 
yang merupakan uap vital bagi pertumbuhan ekonomi.

Pertanyaan kuncinya di sini adalah: 
apa yang menciptakan pembangunan 

ekonomi?
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8.	 KESIMPULAN

Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rencana untuk 
memindahkan Ibukota nasional dari Jakarta, di pulau Jawa, ke provinsi Kalimantan Timur, 
di Kalimantan. Dalam makalah ini kami berpendapat bahwa kesulitan yang tersirat 
dalam memindahkan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke kota yang perlu dibangun dari 
awal bukan hanya bersifat teknis; mereka ontologis. Sementara banyak perencana kota 
ingin merancang kota seolah-olah mereka bisa menjadi karya seni, dengan proses top-
down, tanpa bimbingan yang diberikan oleh harga pasar dan pengakuan dari jaringan 
kompleks hubungan manusia evolusioner yang membentuk sebuah kota, utopia 
dramatis bukan daripada mimpi indah akan muncul.

Sebuah kota tidak dapat didekati seperti masalah arsitektur besar; kota dan 
wilayah adalah jaringan hubungan yang kompleks, di mana faktor manusia memainkan 
peran yang menentukan. Kami berpendapat bahwa sebuah kota bukan hanya tatanan 
spontan, seperti dijelaskan di atas; itu juga merupakan sistem adaptif yang muncul, di 
mana peran yang menentukan dimainkan oleh jaringan interaksi manusia.

Sifat informasi yang diperlukan untuk rencana yang sukses membuat mustahil 
bagi pemerintah untuk merancang dengan hasil positif. Sains dapat menjelaskan apa 
yang ada di dunia, cara kerja, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Menurut 
definisi, tidak ada alasan untuk mengetahui apa yang seharusnya terjadi di masa depan. 
Hanya agama dan ideologi yang berusaha menjawab pertanyaan seperti itu (Yuval 
Harari dikutip dalam Bertaud, 2018, hlm 347).

Jika masalah yang harus diselesaikan dengan relokasi adalah lalu lintas dan polusi, 
kami telah menunjukkan bahwa solusi yang lebih murah dan lebih efektif tersedia; 
khususnya, infrastruktur transportasi umum untuk properti bekas dan properti yang 
dapat diperdagangkan untuk yang terakhir. Memperbaiki infrastruktur untuk Jakarta 
akan membantunya berkembang secara organik dan efisien, daripada menderita 
amputasi inti politiknya, yang merupakan bagian penting dalam hidupnya. Amputasi 
kegiatan politik, sebaliknya, akan meningkatkan biaya transaksi dan membuat 
kehidupan ekonomi lebih tidak efisien. Seperti dikemukakan oleh Jacobs (1969, hlm 
250-251), untuk masa depan lebih mungkin untuk mengamati pertumbuhan kota yang 
lebih besar daripada yang lebih kecil; masalahnya adalah menjaga mobilitas mereka 
tetap efisien.

Jika, sebaliknya, masalah nyata yang harus diatasi adalah pengembangan antar 
daerah “tidak seimbang”, maka relokasi pegawai negeri sipil akan keluar dari sasaran; 
kantor politik tidak akan menciptakan pembangunan ekonomi, yang sebaliknya hanya 
dapat dirangsang dengan insentif yang bertujuan untuk membebaskan sumber daya 
wirausaha.

Berkenaan dengan pasar properti, kami berharap bahwa pembangunan Ibukota 
baru tidak akan terlalu mempengaruhi pasar Jakarta, yang akan tetap stabil selama 
beberapa tahun, tetapi dalam masalah permodalan saat ini, restrukturisasi wilayah 
pemerintah saat ini akan muncul. Sebaliknya, Kalimantan diperkirakan akan menderita 
gelembung properti yang berbahaya: harga akan tumbuh hingga membuat tanah 



34

dan rumah tidak terjangkau bagi warga lokal; pada saat yang sama, tingkat konstruksi, 
didorong oleh ekspektasi keuntungan yang diinduksi secara artifisial, akan tumbuh 
lebih cepat dari kapasitas penyerapan pasar, meninggalkan bangunan-bangunan yang 
belum selesai dan kosong di kota yang akan memiliki kapasitas yang sangat terbatas 
untuk menarik penduduk baru.. 
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